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saja bermanfaat bagi dirinya, melainkan juga bermanfaat bagi
orang lain, masyarakat, atau bahkan bagi bangsa dan negara.

Setiap warga negara diharapkan untuk saling menghargai
keragaman dan perbedaan. Perbedaan merupakan sesuatu yang
dianugerahkan Tuhan kepada kita, sehingga kita harus
mensyukurinya dengan menjaga persatuan dan kesatuan dalam
keragaman.

Di samping itu, setiap warga negara juga memiliki
tanggung jawab yang tinggi terhadap masa depan bangsa dan
negara. Oleh karena itu, kita diharapkan untuk peduli terhadap
tindak penyelewengan. Kita harus berani menyampaikan kritik
terhadap pemerintah. Dengan demikian, kita sebagai warga
negara merasa memiliki tanggung jawab yang tinggi terhadap
persoalan bangsa.

Kemerdekaan berpendapat merupakan bagian dari
masyarakat yang demokratis maka pembatasan terhadap
kemerdekaan sangat bertentangan dengan demokrasi atau
mengurung demokrasi. Terbatasinya kemerdekaan dalam
mengeluarkan pendapat dapat berakibat buruk bagi
perkembangan masyarakat. Kebebasan yang saat ini dinikmati
oleh sebagian masyarakat Indonesia merupakan perjuangan
panjang untuk menegakkan demokrasi, karena itu kemerdekaan
dan kebebasan tersebut harus dimanfaatkan dengan baik.

Apabila hak kebebasan mengemukakan pendapat tersebut
digunakan tanpa batas atau tidak bertanggung jawab, maka
dapat mengakibatkan orang atau pihak lain tidak mau menerima
atau tersinggung perasaannya. Bahkan dapat menimbulkan
keresahan dalam masyarakat dan negara kita tercinta ini.
Penggunaan hak kemerdekaan mengemukakan pendapat yang
tanpa batas atau tidak bertanggung jawab dapat merusak sendi-
sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Sekarang jelaslah bagi kita bahwa pengekangan maupun
penggunaan hak secara tidak bertanggung jawab atau tanpa
batas, bukanlah tindakan yang tidak bijaksana, tindakan yang
paling baik adalah apabila kita dapat menggunakan hak
kebebasan mengemukakan pendapat secara bebas dan
bertanggung jawab.



Pendidikan Kewarganegaraan SMP Kelas VII 149

Setiap warga negara Indonesia perlu memenuhi arti
kebebasan yang bertanggung jawab menurut pandangan bangsa
Indonesia. Hak kebebasan yang dipergunakan tanpa batas akan
menimbulkan keresahan masyarakat dan kekacauan negara. Oleh
karena itu, seseorang yang memiliki kebebasan harus
mempertanggungjawabkan kebebasannya itu kepada sesama
manusia di dalam masyarakat dan negara dan kepada Tuhan
Yang Maha Esa. Kebebasan yang diperoleh hendaklah
dipergunakannya sebagai alat agar orang lain juga merasa
sejahtera dan bahagia.

Dengan demikian, pentingnya kebebasan yang
bertanggung jawab adalah agar setiap warga negara dengan
penuh kesadaran menggunakan hak dengan sebaik-baiknya
sesuai dengan peraturan yang berlaku. Apabila hal itu dilakukan,
tiap-tiap warga masyarakat dan warga negara merasa aman,
tenteram, dan sejahtera lahir batin.

C. Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat secara
Bebas dan Bertanggung Jawab dalam Kehidupan
Sehari-hari

Pada hakikatnya Tuhan Yang Maha Esa  menganugerah-
kan kepada manusia berupa hak-hak yang melekat, di antaranya
adalah kemerdekaan dalam mengeluarkan pendapat.
Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga
negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan
sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Setiap warga
negara baik perorangan maupun kelompok bebas
menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung
jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara.

Tugas : Kecakapan Hidup

1. Bentuklah kelompok diskusi yang terdiri atas 4 sampai dengan 7 orang.
2. Bahan diskusi (pilih salah satu tema)

a. Peran orang tua dalam membangun kemerdekaan mengeluarkan
pendapat

b. Peran guru dalam membangun kemerdekaan mengeluarkan pendapat
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Memang benar bahwa dalam kemerdekaan menyampai-
kan pendapat terkandung makna kebebasan, tetapi kemerdekaan
bukanlah semata-mata kebebasan. Di dalam kemerdekaan
tersebut terkandung dua makna, yaitu kebebasan dan tanggung
jawab. Jika kita diberi kebebasan sebenarnya kita dipercaya untuk
memikul tanggung jawab. Kebebasan tanpa tanggung jawab
hanya akan melahirkan kekerasan.

Kita memiliki kemerdekaan atau kebebasan mengeluar-
kan pendapat, tetapi dalam menggunakannya harus senantiasa
memerhatikan kepentingan bersama atau kepentingan umum.
Perhatikan beberapa contoh berikut.
a. Tiap orang mempunyai hak untuk menyampaikan

pendapatnya secara tertulis lewat media massa, tetapi
pendapat itu jangan sampai menghina orang lain.

b. Dalam musyawarah salah satu anggota musyawarah
memaksakan pendapatnya kepada orang lain sehingga
tidak menghargai pendapat peserta lainnya.

c. Belajar di dalam kelas sambil bersenda gurau dan
berteriak keras dan mengganggu temannya sehingga ia
lupa bahwa di sampingnya ada juga teman lain yang
sedang belajar.
Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam

mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab,
antara lain sebagai berikut.
a. Pendapat yang kita kemukakan harus disertai

argumentasi yang kuat dan masuk akal sehingga tidak
asal berpendapat.

b. Pendapat yang dikemukakan hendaknya mewakili orang
banyak sehingga memberi manfaat bagi kehidupan
bersama.

c. Pendapat tersebut dikemukakan dalam kerangka
peraturan perundangan yang berlaku sehingga tidak
melanggar hukum.

d. Setiap orang yang berpendapat sepatutnya terbuka
terhadap tanggapan balik dari pihak lain sehingga
tercipta komunikasi sosial yang baik.

e. Penyampaian pendapat hendaknya dilandasi oleh
kewajiban untuk mengembangkan nilai-nilai keadilan,
demokrasi, dan kesejahteraan.

Berkumpul, ber-
organisasi, ber-
pendapat, baik lisan
maupun tulisan meru-
pakan hak asasi
manusia yang harus
dihormati.

Info
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OSIS adalah organisasi yang sah merupakan bagian dalam
sekolah, serta menampung kegiatan-kegiatan kokurikuler dan
ekstrakurikuler yang menunjang kurikulum sekolah. Hal itu
berarti siswa sebagai kader penerus cita-cita perjuangan bangsa
dan sumber insani pembangunan nasional harus aktif  dalam
organisasi OSIS. Kita sebagai anggota OSIS harus berperan
serta dengan penuh kesadaran dalam kegiatan OSIS dan
organisasi lainnya yang diikutsertakan dengan bidang dan
kemampuannya masing-masing menurut ketentuan yang
berlaku.

Kebiasaan bermusyawarah sudah dilaksanakan oleh nenek
moyang kita. Kebiasaan yang baik ini hendaknya tetap kita
lestarikan. Setiap masalah senantiasa dimusyawarahkan sehingga
permasalahan yang dihadapi dapat terpecahkan. Di desa dapat
kita jumpai rembuk desa, yaitu musyawarah yang dilakukan di
desa secara teratur untuk membicarakan masalah-masalah yang
dihadapi.

Setiap warga negara diberi kebebasan untuk berserikat dan
berkumpul, mengemukakan pendapat, serta memberikan
keterangan-keterangan atau masukan-masukan kepada
pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Jadi, kita memiliki kebebasan berkumpul dan berserikat,
misalnya menjadi anggota Pramuka, Palang Merah Remaja
(PMR), Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS), dan lain-lain.

Melarang orang lain
untuk berpendapat
atau berorganisasi
berarti tidak meng-
hargai hak asasi
manusia.

Info

Sumber : www.geocities.com
Gambar 4.3  OSIS merupakan salah satu wadah generasi muda untuk
menyalurkan bakat dan minat masing-masing.
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Kehidupan bangsa Indonesia sejak dahulu berdasarkan
atas asas kekeluargaan, maka musyawarah mufakat selalu diliputi
semangat kekeluargaan. Segala hal yang menyangkut kepentingan
bersama dimusyawarahkan untuk mendapatkan kata sepakat.
Yang diperhatikan dalam mencapai mufakat, yaitu pendapat
semua pihak. Jadi, kata sepakat, mufakat atau suara bulat yang
dicapai sama sekali bukan merupakan paksaan.

Di dalam pelaksanaan musyawarah untuk mencapai
mufakat guna menyelesaikan masalah kita harus berpedoman
pada prinsip-prinsip dan aturan musyawarah untuk mencapai
mufakat antara lain sebagai berikut:
a. musyawarah dilandasi akal sehat dan hati nurani yang luhur;
b. musyawarah dilandasi semangat kekeluargaan dan gotong

royong;
c. mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat;
d. menghargai pendapat orang lain dan tidak memaksakan

kehendak dalam bermusyawarah;
e. melaksanakan keputusan bersama dengan dilandasi itikad

baik dan penuh rasa tanggung jawab;
f. keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan

secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung
tinggi harkat dan martabat, serta nilai-nilai kebenaran dan
keadilan.
Jika prinsip-prinsip itu dilaksanakan sebaik-baiknya oleh

peserta musyawarah, tentu musyawarah dapat berjalan lancar

Kemerdekaan me-
ngeluarkan pendapat
adalah hak setiap warga
negara untuk menyam-
paikan pikiran dengan
lisan, tulisan dan
sebagainya secara bebas
dan ber-tanggung
jawab sesuai dengan
peraturan yang ber-
laku.

Info

Prinsip musyawarah
1. asas kekeluargaan
2. asas kebersamaan
3. asas kegotong-

royongan

Info

Sumber : www.walubi.or.id
Gambar 4.4  Setiap masalah senantiasa dimusyawarahkan guna mencari
pemecahan masalah yang terbaik.
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dan dapat mencapai mufakat bulat. Bandingkan suasana
musyawarah yang tegang, saling berbantah, berkepanjangan,
saling memaksakan kehendak dan tidak terkendali dengan
musyawarah yang diliputi semangat kekeluargaan.

Kemerdekaan menyatakan pendapat ternyata ada
pembatasan-pembatasan agar terwujud kebebasan yang
bertanggung jawab. Orang tidak boleh sebebas-bebasnya dalam
menyatakan pendapat tetapi tunduk pada beberapa pembatasan.
Batasan-batasan tersebut antara lain sebagai berikut.
a. Hak dan kebebasan orang lain;
b. Norma-norma yang diakui dan berlaku umum;
c. Keamanan dan ketertiban umum;
d. Keutuhan, persatuan, dan kesatuan bangsa;

Contoh penyampaian pendapat yang menciptakan
perpecahan bangsa: penyampaian pendapat yang menjelek-
jelekkan kelompok lain atau menjelek-jelekkan suku bangsa lain.

Contoh penyampaian pendapat yang dapat mengganggu
keamanan dan ketertiban: penyampaian pendapat dengan cara
membakar ban-ban bekas atau merusak barang-barang yang
dilewati.

Contoh penyampaian pendapat yang dapat mengganggu
kebebasan orang lain: menyampaikan pendapat dengan jalan
menutup seluruh jalan sehingga membatasi orang yang akan
lewat.

Contoh penyampaian pendapat yang mengabaikan norma:
penyampaian pendapat dengan pawai pakaian minim dan tidak
sopan.

Aturan musyawarah
1. Setiap peserta mu-

syawarah memiliki
kesempatan yang
sama untuk mengu-
tarakan pendapat.

2. Pendapat yang
d i k e m u k a k a n
harus sesuai de-
ngan akal sehat
serta masalah yang
dimusyawarahkan.

Info

Perbedaan pen-
dapat boleh terjadi,
tetapi penyelesai-
annya harus berdasar-
kan kekeluargaan
dalam arti tidak
menjurus kepada
perpecahan dan
perselisihan.

Info

Sumber : www.intranet.usc.edu.au
Gambar 4.5  Suasana seperti ini dapat meningkatkan persaudaraan dan
menghargai sesama.
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Di dalam keluarga, perlu dilaksanakan musyawarah antara
bapak, ibu, anak-anak dan anggota keluarga yang lain. Setiap
masalah yang dihadapi keluarga dimusyawarahkan dengan
menerapkan prinsip-prinsip yang baik dalam musyawarah.
Masalah-masalah keluarga itu di antaranya perihal pemeliharaan
lingkungan rumah tangga, ketertiban, dan tugas dalam keluarga.
Semua anggota keluarga berhak mengajukan usul demi kebaikan
keluarga, semua pendapat dan usul-usul ditampung,
dipertimbangkan kemudian diadakan kesepakatan bersama.
Kesepakatan itu ditaati bersama dan dilaksanakan. Dengan
demikian, suasana kekeluargaan dalam rumah tangga dapat
diwujudkan, perselisihan keluarga dapat dihindari, dan
tercapailah keluarga bahagia, tenteram, dan sejahtera.

Perlu diingat bahwa seorang anggota keluarga tidak boleh
kecewa karena usulnya tidak disepakati. Ia harus menyadari
mungkin usulnya itu belum mengenai sasaran atau belum tepat.

Sistem musyawarah juga kita terapkan di sekolah. Dalam
memutuskan ketua OSIS, ketua kelas, rencana kegiatan pelajar
baik seluruh sekolah maupun per kelas, semuanya diambil dalam
musyawarah pelajar seluruh kelas atau seluruh sekolah.
Musyawarah membawa ketenangan dan pelaksanaan tugas
berjalan lancar sebab dilakukan secara kekeluargaan dan gotong
royong. Kita menjalankan keputusan musyawarah dengan ikhlas
dan bertanggung jawab. Keputusan musyawarah membuat puas
perasaan seluruh peserta musyawarah, sebab diusahakan tidak
seorang peserta pun mempunyai keberatan atas putusan
musyawarah.

Sumber : www.puas.or.id
Gambar 4.6  Musyawarah membawa ketenangan dalam pelaksanaan tugas
berjalan lancar sebab dilakukan secara kekeluargaan dan gotong royong.
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Dalam liburan semester, pelajar kelas 1 merencanakan
berdarmawisata. Dapat dimengerti bahwa terdapat banyak
pendapat mengenai objek yang akan dikunjungi. Sebagian
mengusulkan pergi ke pantai, yang lain ingin ke pegunungan
menghirup udara sejuk dan menyaksikan panorama dalam
pegunungan. Ada lagi yang mengusulkan mengunjungi objek
peninggalan sejarah, yaitu melihat candi atau museum.
Sekelompok lain ingin berkunjung ke obyek industri, pendeknya
banyak usul dan saran yang harus dimatangkan. Selain itu,
masalah biaya perlu dibahas secara matang. Sebab kemampuan
murid tidak sama. Ada yang sangat mampu, ada yang mampu,
ada yang agak mampu, tetapi terdapat juga yang kurang mampu.

Akhirnya musyawarah memutuskan darma wisata
dilakukan ke objek industri yang terletak tidak jauh dari sekolah
yang tidak memerlukan biaya banyak. Karena keputusan itu
diambil dengan semangat kekeluargaan, dan semua peserta
mengemukakan pendapat, saran, usul, keberatan, dan
persetujuan, maka keputusan musyawarah menjadi bulat
diterima sepenuh hati, tidak seorang pun merasa kecewa.

Pelaksanaan musyawarah untuk mufakat dapat terhambat
bila:

a. peserta musyawarah hanya mementingkan diri sendiri atau
golongannya;

b. peserta musyawarah tidak menggunakan akal sehat dan
hati nurani yang luhur;

c. peserta musyawarah berlaku tidak sopan dan bertutur kata
tidak baik;

d. peserta musyawarah tidak menghargai pendapat orang lain;
dan

e. peserta musyawarah memaksakan kehendaknya.

Musyawarah membutuhkan kesiapan dan kematangan
sikap dari para pesertanya. Kita masing-masing mempunyai
kepribadian dan kepentingan sendiri-sendiri.

Musyawarah dilaku-
kan bukan untuk
membenarkan penda-
pat satu pihak dan
menyalahkan pendapat
pihak lain. Akan tetapi
musyawarah adalah
jalan untuk mencapai
keputusan terbaik.

Info
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Akibatnya dalam penyelesaian masalah kita sering menghadapi
pendapat yang berbeda-beda satu sama lain. Dalam musyawarah,
kita berusaha menyatukan pendapat yang berbeda-beda itu
menjadi suatu mufakat.

Upaya mencapai mufakat bukanlah perkara mudah. Selama
kita masih cenderung memenangkan pendapat sendiri, mufakat
mustahil tercapai. Selama kita mendahulukan kepentingan
pribadi, mufakat akan gagal. Akibatnya, masalah akan sulit
dipecahkan.

Agar mufakat tercapai, masing-masing orang harus mau
musyawarah dan menyadari hal-hal sebagai berikut.

a. Masalah yang dihadapi adalah masalah bersama sehingga
harus diselesaikan secara bersama-sama.

b. Setiap orang memiliki kedudukan yang sama sehingga
mempunyai peranan yang sama dalam menyelesaikan
masalah.

c. Musyawarah adalah untuk kepentingan bersama sehingga
kepentingan pribadi harus diabdikan demi kepentingan
bersama.

Tugas : Keingintahuan

• Diskusikan dengan teman-teman.
Ajaklah mereka membicarakan suatu hal, misalnya tata cara menyampaikan
pendapat-pendapat di kelas.
Kesimpulan dan hikmah apakah yang dapat diambil dari pembicaraan itu?

Tugas : Kebhinekaan

• Buatlah kliping dari surat kabar atau majalah mengenai berbagai cara dalam
menyampaikan pendapat di muka umum, paling sedikit 5 halaman!
Berilah pendapatmu pada setiap gambar atau artikel!
Presentasikan hasil kerjamu di depan kelas!
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Rangkuman

• Kemerdekaan mengembangkan pendapat pada hakikatnya
adalah kebebasan atau pikiran kepada orang lain baik
secara langsung maupun tidak langsung dengan tetap
memerhatikan aturan dan ketentuan yang berlaku.

• Bangsa Indonesia mengakui bahwa hak berpendapat
merupakan bagian dari hak asasi manusia yang sekaligus
hak setiap warga negara yang perlu mendapat perlindungan
dari pemerintah Indonesia.

• Hak mengemukakan pendapat merupakan salah satu tolok
ukur negara demokrasi. Artinya, suatu negara dianggap
sebagai negara demokratis jika telah mengakui dan
memberikan jaminan serta perlindungan kepada rakyatnya
untuk memiliki kemerdekaan mengembangkan pendapat.

• Warga negara yang mempunyai pendapat di muka umum
berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati hak
dan kebebasan orang lain, menaati norma dan peraturan
yang berlaku, menjaga ketertiban umum, serta menjaga
keutuhan persatuan dan kesatuan.

• Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum
dilaksanakan dengan berdasarkan pada asas-asas sebagai
berikut :
1) asas keseimbangan antara hak dan kewajiban;
2) asas musyawarah dan mufakat;
3) asas kepastian hukum dan keadilan;
4) asas proporsional; dan
5) asas mufakat

• Kemerdekaan mengemukakan pendapat harus diikuti oleh
semangat kebebasan yang bertanggungjawab. Artinya,
dalam menyampaikan pendapatnya haruslah disertai
dengan penuh kesadaran dalam hak kita juga terdapat hak
orang lain yang tidak boleh dilanggar.
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Uji KompetensiUji Kompetensi

Kerjakan soal dan pertanyaan di bawah ini di buku
tugasmu!

I. Berilah tanda silang (X) pada huruf  a, b, c atau d di
depan jawaban yang paling benar!

1. Dalam mengeluarkan saran, pendapat, dan kritik
dalam musyawarah dijamin dalam UUD 1945
khususnya ....
a. pasal 24 c. pasal 28
b. pasal 25 d. pasal 30

2. Keputusan hasil musyawarah harus dihormati dan
dijunjung tinggi. Hal itu berarti secara moral kita
harus ....
a. melaksanakan karena usulan datangnya dari kita
b. menerima dan melaksanakannya dengan itikad

baik
c. menerima dan memahami tanggung jawab
d. menerima dan memahami dengan itikad baik

3. Contoh penyampaian pendapat yang dapat dilakukan
oleh siswa di lingkungan sekolah adalah ....
a. mengajukan usul program OSIS
b. mengajukan penentuan jadwal pelajaran
c. mengajukan usul untuk penentuan wali kelas
d. mengajukan usul pembagian tugas guru

4. Penyampaian pendapat di muka umum secara massal
dapat dilaksanakan dalam bentuk ....
a. revolusi c. petisi
b. solusi d. demonstrasi

5. Setiap orang berkehendak menyampaikan pendapat
mempunyai kewajiban ....
a. menaati perundangan yang berlaku
b. menyamakan pendapatnya dengan orang lain
c. menyamakan pendapatnya dengan teman akrab
d. menanyakan pendapatnya kepada guru
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6. Dominasi mayoritas dalam kehidupan berbangsa
perlu dihindari karena ....
a. mengorbankan kelompok besar
b. mengabaikan kelompok kecil
c. menguntungkan sekelompok orang
d. menguntungkan pihak pemerintah

7. Kemerdekaan menyatakan pendapat di muka umum
diatur dalam ....
a. UU RI Nomor 8 Tahun 1998
b. UU RI Nomor 9 Tahun 1998
c. UU RI Nomor 10 Tahun 1998
d. UU RI Nomor 11 Tahun 1998

8. Kedudukan peserta dalam musyawarah ....
a. sederajat dalam hak dan kewajiban
b. sesuai dengan keputusan hasil musyawarah
c. ditentukan oleh kemampuan menyatakan

pendapat
d. dibedakan menurut tugas dan fungsi

9. Adanya perdebatan dalam musyawarah berarti ....
a. mendukung pihak tertentu memenangkan

pendapatnya
b. merupakan kendala untuk mencapai mufakat
c. diperbolehkan sejauh untuk mencapai penyelesaian

bersama
d. tidak diperbolehkan karena bertentangan dengan

asas kekeluargaan

10. Salah satu prinsip musyawarah adalah asas
kebersamaan, konsekuensinya peserta musyawarah
menerima keputusan sebagai ....
a. kesepakatan untuk dikenang sebagai keberhasilan

bersama
b. kemenangan peserta yang berhasil menyuarakan

pendapatnya
c. hasil upaya bersama yang harus dilaksanakan

bersama pula
d. sumbangan yang berharga untuk memecahkan

masalah
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11. Musyawarah sebagai corak demokrasi yang
didasarkan atas hikmat dan kebijaksanaan
mengandung makna ....
a. suara terbanyak diutamakan dalam pengambilan

keputusan
b. keputusan yang diambil mengutamakan

pemungutan suara
c. mengutamakan pembahasan dalam menyelesaikan

masalah
d. pendapat perseorangan yang menjadi dasar

pengambilan keputusan

12. Nilai lebih Demokrasi Pancasila dibandingkan
demokrasi lainnya adalah ....
a. pengakuan hak asasi dan hak minoritas tidak

diabaikan
b. kepentingan individu harus selalu didahulukan
c. kepentingan mayoritas selalu diutamakan
d. perbedaan pendapat selalu dihindari

13. Penyampaian pendapat di muka umum dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan ....
a. undang-undang
b. peraturan pemerintah
c. peraturan daerah
d. adat istiadat daerah

14. Pertemuan terbuka yang dilakukan untuk
menyampaikan pendapat dengan tema tertentu
disebut ....
a. demonstrasi c. rapat umum
b. unjuk rasa d. pawai

15. Menurut pasal 2 ayat 3 UUD 1945 adalah ber-
dasarkan ....
a. demokrasi c. mufakat
b. masyarakat d. suara terbanyak
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16. Demokrasi Pancasila yang bersumber dari sila
keempat Pancasila terkandung asas, antara lain asas
....
a. kerakyatan c. adil dan merata
b. menghargai pendapat d. kegotongroyongan

17. Tata cara khas bangsa Indonesia di dalam
merumuskan atau memutuskan suatu hal berdasarkan
kehendak rakyat adalah ....
a. mengutamakan kepentingan umum
b. mendahulukan kepentingan bangsa
c. musyawarah untuk mufakat
d. musyawarah untuk kepentingan golongan

18. Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka
hukum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk
....
a. membantu permohonan izin ke Polri
b. menaati aturan dan hukum yang berlaku
c. memperoleh perlindungan hukum
d. mengeluarkan pikiran secara bebas

19. Kemerdekaan berserikat berkumpul diatur dalam
UUD 1945 pasal ....
a. 27 c. 29
b. 28 d. 30

20. Dalam negara demokrasi, perbedaan dalam
berpendapat adalah ....
a. membuat permasalahan tidak cepat selesai
b. sesuatu yang wajar dan perlu dihadapi secara

dewasa
c. menghendaki adanya anarki
d. tidak ada tempatnya

II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang
benar!

1. Semua masalah, baik yang terjadi dalam lingkungan
keluarga maupun dalam masyarakat, hendaknya
diselesaikan dengan jalan ....

2. Dalam musyawarah mufakat semua pendapat dari
para peserta harus dihargai dan diperhatikan agar
tercipta suasana ....
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3. Jika perselisihan keluarga dapat dihindari dan
musyawarah keluarga dapat berjalan dengan baik,
maka akan tercipta keluarga ....

4. Memaksakan kehendak kepada orang lain
berlawanan dengan prinsip musyawarah karena ....

5. Sikap kita terhadap keputusan musyawarah yang tidak
sesuai dengan kehendak kita sebaiknya ....

6. Apabila warga negara terjamin hak-haknya termasuk
hak mengemukakan pendapat maka ....

7. Penyampaian pendapat di muka umum dilaksanakan
secara bertanggung jawab, artinya ....

8. Penyampaian pendapat di muka umum wajib
dilaporkan kepada pihak kepolisian dimaksudkan
untuk ....

9. Musyawarah untuk mufakat sesuai dengan
kepribadian bangsa Indonesia, alasannya ....

10. Sikap terhadap keputusan yang bukan dari pendapat
kita adalah ....

III. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan
uraian singkat!

1. Mengapa kemerdekaan mengemukakan pendapat
dijamin dan dilindungi negara?

2. Mengapa kebebasan harus diimbangi dengan
tanggung jawab?

3. Sebutkan 4 prinsip yang perlu dilaksanakan dalam
setiap musyawarah!

4. Bagaimanakah pendapat kalian mengenai maraknya
demonstrasi sebagai upaya dalam menyelesaikan
masalah?

5. Bagaimana sikap kalian jika ada guru di sekolah Anda
yang kurang menghargai siswa?
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Uji KompetensiPelatihan Ulangan Semester II

I. Berilah tanda silang (X) pada huruf  a, b, c atau d di
depan jawaban yang paling benar!

1. Munculnya piagam PBB tentang hak asasi manusia
diilhami oleh penderitaan umat manusia akibat ....
a. Perang Dunia I dan II
b. Revolusi Perancis
c. Revolusi di Amerika
d. Revolusi di Inggris

2. Pengingkaran terhadap hak asasi manusia berarti
mengingkari ....
a. kewajiban dasar manusia c. masyarakat umum
b. martabat manusia d. diri sendiri

3. Intisari ajaran hak asasi manusia di Indonesia terdapat
dalam ....
a. Sumpah Pemuda
b. Sumpah Palapa
c. Pembukaan UUD 1945
d. Deklarasi Bandung

4. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat
imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam
hubungan kerja. Hal ini terdapat dalam UUD 1945,
pasal ....
a. 28 D c. 28 F
b. 28 E d. 28 G

5. Hak seseorang berhak untuk memiliki sesuatu
merupakan contoh hak asasi manusia dalam ....
a. procedural right c. property right
b. political right d. personal right
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6. Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka
umum mempunyai tanggung jawab untuk ....
a. mewujudkan ketertiban
b. memberi kesempatan pengguna jalan
c. membantu masyarakat kecil
d. membantu tugas polisi

7. Kebebasan mengeluarkan pendapat, selain dijamin
dalam pasal 28 UUD 1945 juga dijamin dalam
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB pasal
....
a. 16 c. 18
b. 17 d. 19

8. Tempat-tempat yang dilarang untuk melakukan
demonstrasi adalah seperti berikut, kecuali ....
a. instalasi militer c. pelabuhan udara
b. tanah lapang d. tempat ibadah

9. Wujud menghormati dan menghargai orang lain
dalam lingkungan keluarga antara lain ....
a. melaksanakan tugas piket di kelas
b. membantu tugas membersihkan rumah
c. melaksanakan tugas yang diberikan guru
d. menciptakan suasana lingkungan yang tenang

10. Untuk melindungi, mempertahankan, dan
meningkatkan harkat dan martabat manusia
diperlukan ....
a. instrumen HAM c. kesadaran manusia
b. pengadilan HAM d. lembaga hukum

11. Dalam sejarah peradaban manusia, hak asasi manusia
selalu diperjuangkan, karena ....
a. setiap manusia memiliki harkat dan martabat yang

harus dihormati dan dijunjung tinggi
b. hak asasi manusia bersifat universal
c. manusia adalah makhluk sosial yang hidup di

tengah-tengah masyarakat
d. menjadi kewajiban setiap manusia untuk

memperjuangkan
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12. Lembaga resmi yang bertujuan meningkatkan
kemajuan, perlindungan, dan penegakan hak asasi
manusia adalah ....
a. Pengadilan HAM
b. Komnas HAM
c. MPR
d. Polri

13. Pernyataan suatu masyarakat yang aman, tertib,
damai, dan berkeadilan rakyat diperlukan demi
tercapainya ....
a. kemakmuran bersama
b. kesadaran hukum bagi anggota
c. pemberian hukuman yang berat bagi yang

melanggarnya
d. sanksi yang tegas bagi pelanggar hukum

14. Pengadilan HAM merupakan pengadilan yang
menangani pelanggaran HAM yang keberadaannya
di lingkungan peradilan ....
a. umum c. militer
b. tata usaha negara d. agama

15. Contoh pelaksanaan HAM di sekolah adalah ....
a. turut serta dalam diskusi kelompok
b. mengikuti kegiatan karang taruna
c. memakai pakaian seragam sesuai ketentuan
d. mengunjungi teman yang sakit

16. Di antara beberapa kejahatan berikut, yang bukan
merupakan kejahatan pelanggaran HAM adalah ....
a. melarang suku tertentu untuk bersekolah
b. membatasi kesempatan orang untuk memilih

pekerjaan
c. menyembunyikan barang milik orang lain tanpa

izin
d. menghalangi orang untuk beribadah
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17. Berikut ini yang tidak termasuk kejahatan genosida
adalah ....
a. memindahkan secara paksa anak-anak dari

kelompok tertentu
b. merampas kemerdekaan atau merampas

kebebasan fisik secara sewenang-wenang
c. memaksakan tindakan pencegahan kelahiran di

dalam kelompok
d. membunuh anggota kelompok

18. Contoh pelanggaran HAM yang dilakukan oleh
negara adalah ....
a. kebijakan yang dibuat pemerintah disalahgunakan

pejabat pelaksana
b. kebijakan yang dibuat pemerintah sesuai dengan

peraturan
c. pemerintah menghapus kebijakan yang kurang

baik
d. pemerintah memperbaiki yang kurang pas

19. Untuk mengadili pelanggaran hak asasi manusia yang
berat dibentuk Pengadilan HAM di lingkungan ....
a. peradilan umum c. peradilan agama
b. peradilan militer d. peradilan khusus

20. Bentuk ini merupakan harapan dari adanya undang-
undang hak asasi manusia, kecuali ....
a. kepastian hukum
b. keadilan masyarakat
c. pencemaran perkara
d. penegakan hukum

21. Partisipasi masyarakat sebagai upaya penegakan hak
asasi manusia ditunjukkan dengan cara ....
a. menghargai kerja keras Komnas HAM dalam

menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi
manusia

b. menyampaikan laporan atas terjadinya
pelanggaran hak asasi kepada Komnas HAM

c. mensosialisasikan hak asasi manusia kepada
masyarakat sekitar

d. menampung keluhan para korban pelanggaran
hak asasi manusia
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22. Lembaga sosial yang memberikan bantuan hukum
kepada warga negara yang menjadi terdakwa dalam
suatu perkara adalah ....
a. Peradilan
b. Konstras
c. Polri
d. LBH

23. Berikut adalah peranan Komnas HAM dalam
kehidupan kemasyarakatan, kecuali ....
a. Lembaga Bantuan Hukum Asasi Manusia
b. Lembaga Kajian Hak Asasi Manusia
c. Lembaga Penegakan Hak Asasi Manusia
d. Lembaga Penggerak dalam Perlindungan Hak

Asasi Manusia

24. Landasan operasional kemerdekaan menyampaikan
pendapat terdapat dalam ....
a. Pancasila sila keempat
b. UUD 1945 pasal 28
c. UUD 1945 pasal 28 E ayat (2)
d. UU No. 9 Tahun 1998

25. Musyawarah yang dilandasi akal sehat akan
menghasilkan ....
a. pemufakatan yang telah direncanakan
b. para peserta rapat merasa puas
c. keputusan yang jumlahnya banyak
d. keputusan yang bermutu tinggi

26. Menurut ketentuan peraturan perundang-undangan,
menyampaikan pendapat yang benar adalah
menyampaikan pendapat yang dilakukan secara ....
a. bebas dan bertanggung jawab
b. sopan dan menarik
c. tertulis rapi dan teratur
d. lisan dan tulisan teratur
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27. Karena pendapat yang dikemukakan oleh setiap
orang itu belum tentu sama, maka setiap orang harus
memiliki sikap ....
a. memaksakan pendapat sendiri
b. menghormati pendapat orang lain
c. menerima pendapat orang lain
d. menggabungkan pendapat peserta rapat

28. Di antara hak warga negara yang menyampaikan
pendapat di muka umum adalah ....
a. mengeluarkan pikiran secara bebas
b. melaporkan kepada yang berwajib
c. menjaga ketertiban umum
d. menggalang massa di semua tempat

29. Kemauan untuk bermusyawarah diawali dengan
menyadari ....
a. kepentingan bersama
b. nilai moral dan akal sehat
c. peranan kita dalam masyarakat
d. perlunya kebulatan pendapat

30. Sikap yang perlu diperhatikan dalam memberikan
saran dan pendapat dalam musyawarah adalah ....
a. usulannya dapat diterima dengan akal sehat dan

hati nurani yang luhur
b. meminta dengan hormat pada pimpinan agar

usulannya harus diterima
c. mempunyai bobot dan mewakili keinginan dari

golongannya
d. hanya dilakukan oleh pimpinan rapat

II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang
benar!

1. Dalam upaya melestarikan kehidupan yang
demokratis, maka yang perlu dilakukan adalah ....

2. Yang dimaksud dengan unjuk rasa atau demonstrasi
adalah ....
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3. Contoh tindakan yang dilarang dalam penyampaian
pendapat di muka umum adalah ....

4. Pelaku atau peserta penyampaian pendapat di muka
umum yang melanggar hukum dapat dikenai ....

5. Setiap warga negara Indonesia wajib menghargai
kemerdekaan mengemukakan pendapat ....

6. Hak asasi manusia yang berhubungan dengan hak
memperoleh keadilan diatur dalam UUD 1945 pasal ....

7. Lahirnya Undang-Undang HAM didasarkan
pernyataan PBB yaitu tentang ....

8. Untuk melaksanakan ketetapan MPR No XVII/
MPR/1998 maka dibentuklah Undang-Undang
tentang HAM yaitu nomor ....

9. Setiap manusia dilahirkan memiliki hak asasi dan
kewajiban dasar yang sama yang diberikan oleh ....

10. Dalam sejarah peradaban manusia, hak asasi manusia
selalu diperjuangkan karena ....

III. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan
uraian singkat!

1. Uraikan latar belakang perlunya penegasan tentang
hak asasi manusia!

2. Setujukah kalian bahwa pendapat yang dikemukakan
dalam musyawarah harus sesuai dengan akal sehat.
Berikan alasan seperlunya!

3. Mengapa penyampaian pendapat di muka umum
harus diatur dengan undang-undang? Berikan alasan
kalian!

4. Apakah harapan warga negara terhadap negara
dengan adanya berbagai kasus pelanggaran HAM di
Indonesia?

5. Sampai saat ini adakah upaya penegakan HAM yang
dilakukan oleh pengadilan HAM yang sudah tuntas?
Berilah contohnya!



Pendidikan Kewarganegaraan SMP Kelas VII170

_________. 1994. Buku Paket PPKn SLTP Kelas 1, 2, 3. Jakarta
_________. 1999. Kurikulum 1994 Suplemen GBPP PPKn SLTP. Jakarta
Ketetapan-Ketetapan MPR 1999. Jakarta: Sinar Grafika
Ketetapan-Ketetapan MPR 2000. Jakarta: Sinar Grafika
Ketetapan-Ketetapan MPR 2000. Jakarta: Sinar Grafika
Miriam Budiarjo. 2001. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia
Notonegoro. 1984. Pancasila Dasar Falsafah Negara. Jakarta: Bina Aksara
_________. 1980. Pancasila Ilmiah Populer. Sekretaris Negara RI. 30 Tahun

Indonesia Merdeka
Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik. Bandung: Citra

Umbara
Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2001 tentang Penyiaran. Bandung: Citra

Umbara
Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Bandung:

Citra Umbara
Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan

Pendapat di Muka Umum. Jakarta : Sinar Grafika
Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2002 tentang Hak Asasi Manusia. Bandung:

Citra Umbara
Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan HAM. Bandung:

Citra Umbara
Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Surabaya:

Karina
Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pemilihan Umum. Jakarta: Mini

Jaya Abadi
Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Yogyakarta: Pustaka Yustisia
Undang-Undang RI Nomor 22 TAhun 2004 tentang Komisi Yudisial. Bandung:

Fokusmedia

DAFTAR PUSTAKA



Pendidikan Kewarganegaraan SMP Kelas VII 171

KUTIPAN
Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak
Asasi Manusia

BAB I
Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:
1. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat

pada hakikatnya dan keberadaan manusia sebagai makhluk
Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang
wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh
negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi
kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat
manusia.

2. Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat yang apabila
tidak terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia.

3. Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau
pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan
pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras,
etnik, kelompok, golongan, politik, yang berakibat
pengurangan, penyimpangan atau penghapusan
pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi
manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik
individual maupun kolektif dalam bidang politik,
ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan
lainnya.

4. Penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan
sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan
yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang
untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari
seseorang atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya
atas suatu perbuatan yang telah dilakukan oleh seseorang
atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa
seseorang atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang
didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa
sakit penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan
dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan siapa pun
dan atau pejabat publik.
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5. Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18
(delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak
yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah
demi kepentingannya.

6. Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan
seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara
baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang
secara melawan hukum mengurangi, menghalangi,
membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang
atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang
ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan
memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar,
berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

7. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya
disebut Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang
kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya
yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian,
penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia.

BAB II
ASAS-ASAS DASAR

Pasal 2

Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung
tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia
sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak
terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati,
dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan,
kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.

Pasal 3

1. Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat
manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan
hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara dalam semangat persaudaraan.

2. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,
perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta
mendapat kepastian hukuman dan perlakuan yang sama
di depan hukum.

3. Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia
dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.
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Pasal 4

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan
pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk
tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan
persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak
dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak
untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut
adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam
keadaan apa pun oleh siapa pun.

Pasal 5

1. Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak
menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan
yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di
depan hukum.

2. Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan
yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak.

3. Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang
rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan
lebih berkenaan dengan kekhususannya.

Pasal 6

1. Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan
dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus
diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan
pemerintah.

2. Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak
atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan
zaman.

Pasal 7

1. Setiap orang berhak untuk menggunakan semua upaya
hukum nasional dan forum internasional atas semua
pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum
Indonesia dan hukum internasional mengenai hak asasi
manusia yang telah diterima negara Republik Indonesia.

2. Ketentuan hukum internasional yang telah diterima negara
Republik Indonesia yang menyangkut hak asasi manusia
menjadi hukum nasional.
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Pasal 8
Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak
asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab
pemerintah.

BAB III

HAK ASASI MANUSIA DAN

KEBEBASAN DASAR MANUSIA

Bagian Kesatu: Hak untuk Hidup

Pasal 9

1. Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup,
dan meningkatkan taraf kehidupannya.

2. Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai,
bahagia, sejahtera lahir dan batin.

3. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan
sehat.

Bagian Kedua : Hak Berkeluarga dan Melanjutkan
Keturunan

Pasal 10
1. Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan

melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
2. Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas

kehendak bebas calon suami dan calon istri yang
bersangkutan, sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 11
Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya
untuk tumbuh dan berkembang secara layak.

Pasal 12

Setiap orang berhak atas perlindungan bagi
pengembangan pribadinya, untuk memperoleh
pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan
kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman,
bertakwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia,
dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia.
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Pasal 13

Setiap orang berhak untuk mengembangkan dan
memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi,
seni, dan budaya sesuai dengan martabat manusia demi
kesejahteraan pribadinya, bangsa, dan umat manusia.

Pasal 14

1. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan
memperoleh informasi yang diperlukan untuk
mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.

2. Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh,
memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan
informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang
tersedia.

Pasal 15

Setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak
pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun
kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa, dan
negaranya.

Pasal 16

Setiap orang berhak untuk melakukan pekerjaan sosial dan
kebajikan, mendirikan organisasi untuk itu, termasuk
menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, serta
menghimpun dana untuk maksud tersebut sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat: Hak Memperoleh Keadilan

Pasal 17

Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk
memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan,
pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana,
perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses
peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan
hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif
oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh
keputusan yang adil dan benar.
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Pasal 18

1. Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena
disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak
dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya
secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan
segala jaminan hukum yang diperlukan untuk
pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

2. Setiap orang tidak boleh dituntut untuk dihukum atau
dijatuhi pidana, kecuali berdasarkan suatu peraturan
perundang-undangan yang sudah ada sebelum tindak
pidana itu dilakukannya.

3. Setiap ada perubahan dalam peraturan perundang-
undangan maka berlaku ketentuan yang paling
menguntungkan bagi tersangka.

4. Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan
hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

5. Setiap orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya
dalam perkara yang sama atas suatu perbuatan yang telah
memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum
tetap.

Pasal 19

1. Tiada suatu pelanggaran atau kejahatan apa pun diancam
dengan hukuman berupa perampasan seluruh harta
kekayaan milik yang bersalah.

2. Tidak seorang pun atas putusan pengadilan boleh dipidana
penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan
ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam
perjanjian utang piutang.

Bagian kelima : Hak atas Kebebasan Pribadi

Pasal 20
1. Tidak seorangpun boleh diperbudak atau diperhamba.
2. Perbudakan atau penghambaan, perdagangan budak,

perdagangan wanita, dan segala perbuatan berupa apa pun
yang tujuannya serupa, dilarang.
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Pasal 21
Setiap orang berhak atas keutuhan pribadi, baik rohani
maupun jasmani, dan karena itu tidak boleh menjadi objek
penelitian tanpa persetujuan darinya.

Pasal 22
1. Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan

untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya
itu.

2. Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk
agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut
agamanya dan kepercayaannya itu.

Pasal 23
1. Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai

keyakinan politiknya.
2. Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan, dan

menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara
lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun
elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama,
kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan
bangsa.

Pasal 24
1. Setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan

berserikat untuk maksud-maksud damai.
2. Setiap warga negara atau kelompok masyarakat berhak

mendirikan partai politik, lembaga swadaya masyarakat
atau organisasi lainnya untuk berperan serta dalam jalannya
pemerintahan dan penyelenggaraan negara sejalan dengan
tuntutan perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi
manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 25
Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di
muka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26
1. Setiap orang berhak memiliki, memperbaiki, mengganti,

atau mempertahankan status kewarganegaraannya.
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2. Setiap orang bebas memilih kewarganegaraannya dan
tanpa diskriminasi berhak menikmati hak-hak yang
bersumber dan melekat pada kewarganegaraannya serta
wajib melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27
1. Setiap warga negara Indonesia berhak untuk secara bebas

bergerak, berpindah, dan bertempat tinggal dalam wilayah
negara Republik Indonesia.

2. Setiap warga negara Indonesia berhak meninggalkan dan
masuk kembali ke wilayah negara Republik Indonesia,
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam: Hak atas Rasa Aman

Pasal 28
1. Setiap orang berhak mencari suaka untuk memperoleh

perlindungan politik dari negara lain.
2. Hak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak berlaku

bagi mereka yang melakukan kejahatan nonpolitik atau
perbuatan yang bertentangan dengan tujuan dan prinsip
Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 29

1. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi,
keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya.

2. Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum
sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada.

Pasal 30

Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta
perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat
atau tidak berbuat sesuatu.

Pasal 31

1. Tempat kediaman siapa pun tidak boleh diganggu.
2. Menginjak atau memasuki suatu pekarangan tempat

kediaman atau memasuki suatu rumah bertentangan
dengan kehendak orang yang mendiaminya, hanya
diperbolehkan dalam hal-hal yang telah ditetapkan oleh
undang-undang.
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Pasal 32
Kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan surat-menyurat
termasuk hubungan komunikasi melalui sarana elektronik
tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau
kekuasaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 33
1. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan,

penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi,
merendahkan derajat dan martabat kemanusiaanya.

2. Setiap orang berhak untuk bebas dari penghilangan paksa
dan penghilangan nyawa.

Pasal 34
Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, disiksa,
dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-
wenang.

Pasal 35
Setiap orang berhak hidup di dalam tatanan masyarakat
dan kenegaraan yang damai, aman, dan tenteram, yang
menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya
hak asasi manusia dan berkewajiban dasar manusia
sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Bagian Ketujuh: Hak atas kesejahteraan

Pasal 36
1. Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri

maupun bersama-sama dengan orang lain demi
pengembangan dirinya, keluarga, bangsa, dan masyarakat
dengan cara yang tidak melanggar hukum.

2. Tidak seorang pun boleh dirampas miliknya dengan
sewenang-wenang dan secara melawan hukum.

3. Hak milik mempunyai fungsi sosial.

Pasal 37
1. Pencabutan hak milik atas suatu benda demi kepentingan

umum, hanya diperbolehkan dengan mengganti kerugian
yang wajar dan segera serta pelaksanaannya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
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2. Apabila sesuatu benda berdasarkan ketentuan hukum
demi kepentingan umum harus dimusnahkan atau tidak
diberdayakan baik untuk selamanya maupun untuk
sementara waktu maka hal itu dilakukan dengan mengganti
kerugian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan kecuali ditentukan lain.

Pasal 38

1. Setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan
kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak.

2. Setiap orang berhak dengan bebas memiliki pekerjaan
yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat
ketenagakerjaan yang adil.

3. Setiap orang, baik pria maupun wanita yang melakukan
pekerjaan yang sama, sebanding, setara atau serupa, berhak
atas upah serta syarat-syarat perjanjian kerja yang sama.

4. Setiap orang, baik pria maupun wanita, dalam melakukan
pekerjaan yang sepadan dengan martabat kemanusiaannya
berhak atas upah yang adil sesuai dengan prestasinya dan
dapat menjamin kelangsungan kehidupan keluarganya.

Pasal 39

Setiap orang berhak untuk mendirikan serikat pekerja dan
tidak boleh dihambat untuk menjadi anggotanya demi
melindungi dan memperjuangkan kepentingannya serta
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta
berkehidupan yang layak.

Pasal 41

1. Setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang
dibutuhkan untuk hidup layak serta untuk perkembangan
pribadinya secara utuh.

2. Setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita
hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan
perlakuan khusus.
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Pasal 42
Setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan
atau cacat mental berhak memperoleh perawatan,
pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya
negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai
dengan martabat kemanusiaanya, meningkatkan rasa
percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Bagian Kedelapan: Hak Turut Serta dalam Pemerintahan
Pasal 43
1. Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih

dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak
melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas,
rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

2. Setiap warga negara berhak turut serta dalam
pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan
wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang
ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

3. Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan
pemerintahan.

Pasal 44
Setiap orang baik sendiri maupun bersama-sama berhak
mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan, dan atau
usulan kepada pemerintah dalam rangka pelaksanaan
pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien, baik dengan
lisan maupun dengan tulisan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan: Hak Wanita
Pasal 45

Hak wanita dalam undang-undang ini adalah hak asasi
manusia.

Pasal 46
Sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan anggota
badan legislatif, dan sistem pengangkatan di bidang
eksekutif, yudikatif, harus menjamin keterwakilan wanita
sesuai persyaratan yang ditentukan.

Pasal 47
Seorang wanita yang menikah dengan seorang pria
berkewarganegaraan asing tidak secara otomatis mengikuti
status kewarganegaraan suaminya tetapi mempunyai hak
untuk mempertahankan, mengganti, atau memperoleh
kembali status kewarganegaraannya.
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Pasal 48
Wanita berhak untuk memperoleh pendidikan dan
pengajaran di semua jenis, jenjang, dan jalur pendidikan
sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Pasal 49
1. Wanita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam

pekerjaan, jabatan, dan profesi sesuai dengan persyaratan
dan peraturan perundang-undangan.

2. Wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus
dalam melaksanakan pekerjaan atau profesinya terhadap
hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau
kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita.

3. Hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan
fungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi oleh hukum.

Pasal 50
Wanita yang telah dewasa dan atau telah menikah berhak
untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, kecuali
ditentukan lain oleh hukum agamanya.

Pasal 51
1. Seorang istri selama dalam ikatan perkawinan mempunyai

hak dan tanggung jawab yang sama dengan suaminya atau
semua hal yang berkenaan dengan kehidupan
perkawinannya, hubungan dengan anak-anaknya, dan hak
pemilikan serta pengelolaan harta bersama.

2. Setelah putusnya perkawinan, seorang wanita mempunyai
hak dan tanggung jawab yang sama dengan mantan
suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan anak-
anaknya, dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi
anak.

3. Setelah putusnya perkawinan, seorang wanita mempunyai
hak yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal
yang berkenaan dengan harta bersama tanpa mengurangi
hak anak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Bagian Kesepuluh: Hak Anak

Pasal 52
1. Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua,

keluarga, masyarakat, dan negara.
2. Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk

kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh
hukum bahkan sejak dalam kandungan.
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Pasal 53
1. Setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup,

mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf
kehidupannya.

2. Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan
status kewarganegaraan.

Pasal 54
Setiap anak yang cacat fisik dan atau mental berhak
memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan
bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin
kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan,
meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan
berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa,
dan bernegara.

Pasal 55
Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya,
berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat
intelektualitas dan usianya di bawah bimbingan orang tua
dan atau wali.

Pasal 56
1. Setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya,

dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
2. Dalam hal orang tua anak tidak mampu membesarkan dan

memelihara anaknya dengan baik dan sesuai dengan
undang-undang ini maka anak tersebut boleh diasuh atau
diangkat sebagai anak oleh orang lain sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57
1. Setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat,

dididik, diarahkan, dan dibimbing kehidupannya oleh
orang tua atau walinya sampai dewasa sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Setiap anak berhak untuk mendapatkan orang tua angkat
atau wali berdasarkan putusan pengadilan apabila kedua
orang tua telah meninggal dunia atau karena suatu sebab
yang sah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai
orang tua.

3. Orang tua angkat atau wali sebagaimana dimaksud dalam
ayat (2) harus menjalankan kewajiban sebagai orang tua
yang sesungguhnya.
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Pasal 58
1. Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan

hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental,
penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual
selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau
pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas
pengasuhan anak tersebut.

2. Dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan
segala bentuk penganiayaan fisik atau mental, penelantaran,
perlakuan buruk, dan pelecehan seksual termasuk
pemerkosa, dan/atau pembunuhan terhadap anak yang
seharusnya dilindungi maka harus dikenakan pemberatan
hukuman.

Pasal 59
1. Setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang

tuanya secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri,
kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah yang
menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi
kepentingan terbaik bagi anak.

2. Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hak
anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan
pribadi secara tetap dengan orang tuanya tetap dijamin
oleh undang-undang.

Pasal 60
1. Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan

pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai
dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya.

2. Setiap anak berhak mencari, menerima, dan memberikan
informasi sesuai dengan tingkat intelektualitas, dan usianya
demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan nilai-
nilai kesusilaan dan kepatuhan.

Pasal 61
Setiap anak berhak untuk beristirahat, bergaul dengan anak
yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai
dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi
pengembangan dirinya.

Pasal 62
Setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan
dan jaminan sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan
fisik dan mental spiritualnya.
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Pasal 63
Setiap anak berhak untuk tidak dilibatkan di dalam
peristiwa peperangan, sengketa bersenjata, kerusuhan
sosial, dan peristiwa lain yang mengandung unsur
kekerasan.

Pasal 64
Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari
kegiatan eksploitasi, ekonomi dan setiap pekerjaan yang
membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu
pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan
mental spiritualnya.

Pasal 65
Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari
kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan,
perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk
penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif
lainnya.

Pasal 66
1. Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran

penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang
tidak manusiawi.

2. Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat
dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak.

3. Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya
secara melawan hukum.

4. Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya
boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan
hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir.

5. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak
mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan
memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai
dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa,
kecuali demi kepentingannya.

6. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak
memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara
efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.

7. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk
membela diri dan memperoleh keadilan di depan
Pengadilan Anak yang objektif  dan tidak memihak dalam
sidang yang tertutup untuk umum.
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